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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan p
utusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jumbak, 14 Mei 1980, agama Islam,
pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Rt.10 Dusun Simpang Bukit Desa Bukit Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 29 Januari 1972, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Rt.10 Dusun Simpang Bukit Desa Bukit
Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Sekarang Tidak
Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Diwilayah
Republik Indonesia sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor

-/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 04 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Penggugat dengan Tergugat mela
ngsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kan
tor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Ja
mbi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/06/
IX/2014 Seri AD tanggal 10 September 2014 dan sesaat setelah akad nikah
Tergugat ada mengucapkan shighat taklik yang bunyinya sebagaimana terd
apat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Terg
ugat bertempat tinggal dirumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisabh;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berga
ul sebagaimana layaknya suami istri (bad€™da dukhul) namun belum dika
runiai seorang anak;

4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;

5. Bahwa pada tanggal 07 agustus 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat p
ergi ke rumah orang tua tergugat di Yogyakarta dikarenakan orang tua Terg

uggat sakit namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tida
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k pernah pula memberi kabar berita tentang keberadaan Tergugat yang sa
mpai sekarang sudah terhitung lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

6. Bahwa selama 1 tahun 5 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan naf
kah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Pen
ggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah
membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang
telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan denga
n Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keter
angan yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Bukit Kecamatan Pel
awan Kabupaten Sarolangun Nomor: 141/727/DB/X1/2017 tanggal 28 Nope
mber 2017,

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai s
ekarang sudah terhitung lebih kurang 1 tahun 5 bulan, maka Penggugat me
rasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi unt
uk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang aka
n datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini berkenan untuk:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan ‘iwadh
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) tanggal 07 desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui radio Prima Angkasa Sarolangun, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannyauntuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
Nomor 161/06/1X/2014 tanggal 10 September 2014, telah bermetrai dan
di nazzegelen serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti “P”;

B. Saksi:

1. Siti Nurbani binti Amir umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 05 Desa Bangu
n Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahny
a memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara
sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugt telah menikah dan Saksi hadir saat akad nikah
tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Aris Manto;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke
Sarolangun;

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam
satu rumah lagi selama lebih kurang 2 tahun karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
selama 2 tahun karena jika pulang ke Muara Bungo tidak pernah lagi
bersama Tergugat, dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat
dengan Tergugat Saksi tidak lagi melihat Tergugat berada di
kediaman bersama;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebb Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, berdasarkan cerita Saksi kepada Penggugat bahwa
sebelumnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk melihat
orangtua Tergugat di Jawa, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak
kembali dan tidak ada memberi kabar berita;

- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah
mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada
meninggalkan harta;

- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat mencari
penghasilan endiri dengan menjadi tenaga honorer di RSUD
Sarolangun;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah perempuan yang baik dan

telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
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- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersaba
menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak
sanggup lagi;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

2. Sri Yuli Fitriana binti 1Izmal umur 34 tahun, agama Isl
am, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lubuk Buntak,

Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya me

mberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman

satu kantor Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah menikah, Saksi kenal dengan suami
Pengugat bernama Aris Manto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mepunyai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sekarang sudah tidak rukun lagi;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah
lagi sejak tahun 2016 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat
berpisah sejak tahun 2016 karena Penggugat sering bercerita bahwa
Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa melihat
orangtuaya tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan tidak
memberi kabar berita;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sejak Tergugat pergi
Tergugat tidak bisa dihubungi lagi sedangkan Penggugat tidak tahu
alamat orangtua Tergugat karena belum pernah diajak ke rumah
orangtua Tergugat;

- Bahwa ktika masih rukun, Tergugat bekerja sebagai security di
sebuah perusahaan kemudian berhenti;

- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar
gmenunggu Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup
lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
tanggal 07 desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut mallaui Radio
Prima Angkasa Sarolangun, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti “P” serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
menikah pada tanggal 10 September 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sehingga bukti
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tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurbani binti Amir dan saksi Sri Yuli
Fitriana binti Izmal, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan
Desember 2016 tanpa nafkah dari Tergugat, adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam asal 308 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinanannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

keturunan;
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3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016
selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah untuk
Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai
pengganti nafkah bagi Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016
selama lebih kurang 2 tahun;
2. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah untuk
Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai
pengganti nafkah bagi Penggugat;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra’il ayat 34:
Yssaso 05 xgall 0] 2gall Isdsls
Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan

pertanggungjawabannya;
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%7

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan
diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk
ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu
akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang
telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti
dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;
2. Hadis Rasulullah SAW.:
alall J plus ade all lo alll Juw of ais all (o i all o€ o 5508 o5
Y| pebosris e Osabually Loly> ol 5T VMo 0,5 Labo Y] pualivall o il
sl ols,) Lol JoT 5l V> o5 Lo o).

Artinya: Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.
pernah bersabda: “Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-
orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah
dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan
Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang
telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salam Syarh BulGgh al-Marédm min Jam’ Adillat al-
Ahkadm karangan Muhammad ibn Isma'’il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59,
disebutkan bahwa menurut al-Turmudziy, hadis di atas berkategori shahih, dan
oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di
antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh

orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan
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mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena

shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang

diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat

wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqéwiy ‘alé al-Tahrir Juz 2, halaman 304,
dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

Laalll uaiio Mot bogzg: &8s diuay BMb sl o

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,
maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut,
sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila
pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah
dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka
gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut
Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar
hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
dihubungkan dengan telah diserahkannya uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000.00
oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah
dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik

talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya
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sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan
gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara re

smi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) ter
hadap Penggugat (Penggugat) dengan lwadh Rp 10.000,00 (sepul

uh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus
enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs.

Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.l., M.H. dan

Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
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Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah

arpODE

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 175.000,00
Rp 5.000,00
Rp  6.000,00

Dra. Hj. Zainunah

Rp 266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )
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